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ABSTRAK

Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan

Rosnidar
RosnidarS8@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bulungan sangat lamban dan penundaan untuk meninjau lapangan
lokasi tempat masyarakat pemohon IMB. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan
menganalisis efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan pada Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kwalitatif dengan pendekatan wawancara‘key informan (Informan kunci) kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Kepala Seksi
Pemeliharaan Pembangunan dan Tata Ruang, Kepala Sub.Bidang Pengelolaan dan Pemberian Izin,
Administrator pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB), Pelaksana Teknis bidang lapangan, dan
Masyarakat / Pengusaha yang mengurus izin ditinjau dari faktor sumber daya manusia, faktor struktur
organisasi, faktor teknologi, faktor dukungan kepada aparatur, faktor pimpinan, faktor waktu, faktor
kecermatan, dan faktor gaya pemberian pelayanan. Temuan hasil penelitian yang menunjukkan
sumberdaya yakni kemampuan aparatur sipil Negara kurang beradaptasi dari manual ke pemanfaatan
teknologi serta personil yang terbatas berpengaruh penyelesaian IMB. Terbatasnya sarana dan prasarana
dalam melaksanakan urusan pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di lapangan, khususnya
peninjavan/cek lokasi IMB ke tempat pemohon. Pelayanan IMB di BPMPT Kabupaten Bulungan dari
efektivitas penyelenggaraan pelayanan dapat disimpulkan bahwa: Efektivitas pelayanan IMB di Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bulungan dilihat dari faktor :
sumberdaya (perlunya ketersediaan dan ketercukupan SDM). Struktur organisasi pelaksana/ pembagian
tugas dan tanggung jawab. Dari empat faktor tersebut yang terindikasi belum optimal adalah faktor
sumberdaya yaitu sumber daya manusia yakni tenaga kerja yang dirasakan masih kurang memadai baik
dari segi kuantitas maupun kualitas. Efektivitas pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan yang dilihat dari tingkat
efektivitas yang ditunjukkan oleh tingkat pencapaian target penerima retribusi IMB sudah optimal.

Kata kunci: efektivitas, pelayanan, izin mendirikan bangunan
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ABSTRACT

Effectiveness of Services with Construction Permits on Invesment Board and Integrated
Licensing Bulungan

Rosnidar
Rosnidar58@gmail.com

Graduate Studies Program
Universitas Terbuka

Building Permit Service at the Investment Board and Integrated Licensing Bulungan Regency
is very slow and delay to review the location field where IMB applicant community. The
purpose of this research is to describe and analyze the Ministry of Building Permit
Effectiveness at the Investment Board and Integrated Licensing Bulungan Regency. This
research uses descriptive qualitative method with interview approach / key informant to Head
of Public Works Department of Bulungan Regency, Head of Licensing Services Division,
Section Head of Maintenance of Development and Spatial, Head of Sub-Division of
Management and Permit, Administrator of Building Permit Service (IMB), Field technical
executor, and Society / Entrepreneurs who take care of permits in terms of human resource
Sfactors, organizational structure factors, technological factors, support factors to the
apparatus, leadership factors, time factors, accuracy factors, and service delivery style factors
.The research results that show the resources of the ability of the civil apparatus of the State is
less adaptable from manual to the utilization of technology and limited personnel affect IMB
settlement. Limited facilities and infrastructure in carrying out the business of providing
building permit services in the field, especially the review / check the location of IMB (o the
applicant IMB service in BPMPT Bulungan District of service implementation effectiveness
can be concluded that: The Ministry of Building Permit Effectiveness at the Investment Board
and Integrated Licensing Bulungan Regency is seen from the factors: resources (the need for
availability and the adequacy of human resources). Organizational structure of the
implementer / division of tasks and responsibilities. The four factors indicated not yet optimal
is the resource factor ie human resources ie labor that is perceived still inadequate both in
terms of quantity and quality. The Ministry of Building Permit Effectiveness at the Investment
Board and Integrated Licensing Bulungan Regency from the level of effectiveness shown by
the achievement of the target of IMB levy recipient is optimal.

Keywords: effectiviness, service, Building Permit
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum

Perkembangan pelaksanaan PTSP Kabupaten Bulungan di Tahun 2012
diawali dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bulungan
dengan Perda Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Bulungan Penjabaran dari PP Nomor 41Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pengembangan BPMPT Kabupaten Bulungan dimaksudkan sebagai upaya
Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan
memberikan penekanan pelayanan pada aspek:Kesederhanaan, Kejelasan,
Keamanan, Transparan, Efisien, Ekonomis, Ketetapan waktu pelayanan

Tujuan

1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang Prima

2. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang
mudah, cepat, cermat, transparan, nyaman, ramab, dan pasti.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Pelayanan
Perizinan dan non perizinan

4, Mc;nyatakan Kompetisi dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) di
B-idang Pelayanan Perizinan daﬁ non perizinan

Adapun kewenangan BPMPTKab.Bulungan dalam pelayanan perizinan
antara lain:
1. Pemberian izin;

2. Penolakan izin;
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3. Pencetakan izin;
4. Legalisasi izin;
5. Pengawasan izin.

Kewajiban untuk melengkapi setiap perubangunan rumah di areal tanah atau
lahan dengan IMB berlaku kepada setiap orang, dan tidak ada pengecualian
tertentu untuk penduduk asli kota Tanjung Selor, sekalipun. Memang dalam
pratiknya, pelaksanaan kewajiban untuk melengkapi pembangunan rumah dengan
IMB yang harus dibuktikan oleh kepemilikan tanah sebelum bangunan berdiri ini
berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan juga penegakan hukum dari
pihak pemerintah daerah, untuk melaksanakankebijakan-kebijakan dalam
mengatur masalah yang berkenaan dengan tanah dan bangunan untuk penataan
pembangunan, pemeliharaan dan tata ruang kota

Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (“PP 36/2005™). Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung
harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah
(Pemda) melaln proses permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005).
Permohonan IMB kepada harus dilengkapi dengan (Pasal 15 ayat [1] PP
36/2005):

1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian
pemanfaatan tanah;

2. Data pemilik bangunan gedung;

i. Rencana teknis bangunan gedung; dan

. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
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Tabel 4.3.

Jumlah Bangunan Yang Telah Memperoleh IMB dari BPMPT
Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2014

Nomor Tahun IMB diterbitkan
1 2014 134
2 2015 47
3 2016 92
Jumlah
278

Sumber: BPMPT Kabupaten Bulungan tahun 2014-2016
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

pengurusan IMB dari tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami penurunan

yang beranjak/bergeser (lampiran tabel dilihat 4.3), hal imi tidak terlepas dari

kineja BPMPT Kabupaten Bulungan dan DPU Kabupaten Bulungan belum

maksimal mengadakan pendekatan-pendekatanmengenai IMB. Berikut pemyataan

dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten

Bulungan, bahwa apabila

“.....Jumlah masyarakat yang mengurus IMB dari tahun ke tahun makin
menurun, ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang
pentingnya IMB masih kurang, hal ini menggambarkan dari kinerja aparat
yang belum mengadakan kerjasama dan sosialisasi di berbagai kecamatan,

sehingga masyarakat dapat menjadi sadar juga paham aturan yang ada.

Kerjasama

pelaksanaan

. sosialisasi

merupakan  aktivitas

: memperkenalkan' aturan program kepada masyarakat agar mereka dapat

memahaminya, semakin sering diadakan kerjasama antar aparat pelayanan dan

pelayan teknis operasional, maka tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat

akan kegunaan IMB pasti akan semakin terfokus.
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B. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten
Bulungan, sebagai badan yang salah satunya tugas dan fungsinya memberikan
layanan perizinan khususnya perizinan dalam bidang IMB. Efektivitas layanan
mempunyal peranan menentukan keberhasilan dan kegagalan layanan oleh
BPMPT, berdasarkan hasil temuan melalui wawancara dalam penelitian dengan
beberapa informan dan hasil analisis lebih lanjut peneliti, menunjukan temuan dan
hasil sebagai bertkut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan sangat penting dalam pemberian
efektivitas layanan IMB di BPMPT Kabupaten Bulungan, hal ini tercermin atas
hasil wawancara dengan informan utama (inf.1) menunjukkan, bahwa

“...pada dasarnya aparatur di BPMPT harus mempunyai kemampuan yang
mendasar dalam memberikan layanan IMB, bahwa ...kemampuan kerja
oleh pemberi layanan di BPMPT ini sudah cukup baik dalam melayani
masyarakat seperti mampu menanggapi apa yang diinginkan masyarakat
dalam berurusan, namun sumber daya manusia masih kurang akan menyita
waktu dalam arti kemampuan kerjanya sudah baik tetapi jika kuantitas dari
pemberi layanan sedikit maka pelayanan akan terhambat™.

Pendapat tersebut (inf.1) menunjukan bahwa kekurangan jumlah pegawai
akan berdampak juga pada efektivitas pemberian layanan perizinan, walaupun
secara kuantitas sudah memadai. Pendapat tersebut dikonfirmasi lebih lanjut
kepada informan pendukung (inf.3), bahwa,

“...tergantung dari individu aparatur itu sendiri, sebagai petugas pelayan

masyarakat menerapkan kemampuannya dalam bekerja yangmana harus
bersikap. baik sopan, ramah terhadap pemohon izin, masalah kemampuan
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kerja pastilah masing-masing ada perbedaan jika dilihat danri berapa lama

sumber daya itu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ... bisa dari

pengalaman .. dari segi latarbelakang pendidikan sumber daya”.

Pendapat tersebut (inf.3) menitik beratkan pada aspek kemampuan kualitas
individu, etika dalam pemberian layanan, dan latar belakang staf dalam pemberian
layanan perizinan. Lebih lanjut informan pendukung lain (inf.4), mempertegas
akan kemampuan kerja staf bahwa,

“...kalau melibat dari kemampuan kerja .semua mampu tetapi yang

menjadi masalah di perizinan banyak sekali jenis ijin tapi personilnya di

Jront officecuma 3 orang, nah 3 orang ini semuanya mampu untuk melayani

melihat begitu banyak pemohon izin terutama izin mendirikan bangunan

jadi bisa selesai atau belum selesai urusan masyarakat itu tergantung
ketersedtaan waktu jam kerja dan keaktifan masyarakat itu..”

Pendapat tersebut (inf.4), mempertajam lagi bahwa personil (staf) yang
langsung melayani perizinan bukan hanya pada IMB saja, tetapi hampir semua
layanan perizinan yang menjadi kewenangan kantorBPMPT Kabupaten Bulungan,
implikasinya tentu akan berkaitan dengan jam kerja dan jumlah staf atau personil
yang harus melayani permintaan inasyarakat dalam perizinan ini. Keterbatasan
SDM akan bertambah lagi jika staf pelayanan perizinan melakukan tugas lainnya,
seperti dinas luar atau penugasan pimpinan keluar kantor, sebagaimana
dikemukakan oleh informan pendukung lainya (inf.5) bahwa,

“...sumber daya manusia diperizinan ini sepertinya sangat terbatas
sehingga apabila sumberdaya yang ada melakukan aktivitas lain misalnya
berangkat dinas luar, maka kemampuan kerja yang ada diperizinan
berkurang,,,,dan menjadi terhambat ,.saya melihat sendiri pabila melayani
masyarakat intinya mampu cermat dan tanggap sampai dibawa ke
lapanganpun cek lokasi sanggup melayani.

Beberapa informan tersebut, baik informan utama maupun pendukung,

menunjukan bahwa kemampuan kualitas SDM pada layanan perizinan menjadi
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kunci utama dalam layanan perizinan khususnya pelayanan IMB, tetapi hal lain
juga harus menjadi perhatian kantorBPMPT Kabupaten Bulungan, berkaitan
dengan beban kerja staf atau personil, khususnya di fromt office dalam
memberikan layanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan.
Jumlah SDM yangkurang memadai tentu akan berimbas pada jam kerja layanan
dan akhirya akan berimbas pada penyelesaian kerja dan kepuasan masyarakat
pemohon izin.

Permohonan Berkas izin yang diterima atau dilayani oleh Front Office (FO)
di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan dari
pemohon izin dalam setiap bulannya sebanyak 16, 24 sampai 33 berkas IMB
dimana terlebih dahulu melalni proses manajemen verifikasi oleh petugas sub
bidang perizinan dan penerimaan berkas dengan berpatokan pada alur prosedur
dan mekanisme pelayanan yang berlaku di kantor BPMPT Kabupaten Bulungan,
apabila berkas lengkap akan diproses atau belum lengkap dokumen tersebut akan
dikembahkan ke pemohon izin, yang membutuhkan waktu proses selama 7 (tujuh)
hari kerja.

Pemerintah dalam hal ini kantor BPMPT Kabupaten Bulungan yang
mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
transparan sesuai petunjuk SKPD teknis (Dinas Pekerjaan Umum) dalam bidang
pelayanan perizinan, khususnya pelayanan IMB dalam lingkup kewenangannya,
tentunya harus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang
mengajukan permohonan layanan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh,

(Rasyid, 1598:139), bahwa:
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“Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, ia
tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendir, tetapi untuk melayani
masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota
masyarakat mengembangkan kemainpuan dan kreativitasnya demi mencapai
tujuan bersama.”

IMB sebagai salah satu bentuk layanan yang harus diberikan oleh kantor
BPMPT Kabupaten Bulungan, jelas mempunyai kewenangan untuk memberikan
rasa puas bagi masyarakat yang mengajukan permohonan IMB secara cepat, tepat,
dan transfaran, yang berdampak terhadap efektivitas layanan IMB pada
masyarakat di Kabupaten Bulungan.

Kemampuan SDM aparatur pada kantor BPMPT Kabupaten Bulungan
dalam layanan IMB jelas harus didukung secara kualitas dan kuantitas,
sebagaimana dipertegas oleh Munir, dkk (2004:45), bahwa “....Sumber daya
manusia dimaksud ialah tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya
fisik misalnya peralatan kerja, tempat kerja dan ketersediaan dana™. Pelaksanaan
kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan yang ditangani langsung oleh
tenaga kerja terhadap public masyarakat, pada suatu pelayanan cenderung
menitik beratkan adanya sumber daya manusia yang memadai,namun kenyataan
masih kurang maka akan belum maksimal kinerja yang diberikan kepada
pemohon/pelanggan dan akhimya pelaksanaan pekerjaan belum optimal seperti
pada pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan pada penelitian terdahulu di
Badan Penanaman Modal dan Perizinan TerpaduKabupaten Bulungan, sehingga
diperlukan adanya kerjasama dan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan.Selaku

petugas pemnberi layanan jenis izin mendirikan bangunan telah dilaksanakan

namun masih memiliki kebutuhan yang mendasar untuk menunjang aktivitas
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yakni kemampuan kerja petugas itu sendiri untuk mampu bekerjasama dengan
organisasi pelaksana teknis sesuai mekanisme yang telah ditentukan, didalam
perjalanannya sumber daya aparatar Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bulungan perlu memperhatikan beberapa Faktor yang sangat
utama untuk melaksanakan tugas verifikasi yang berlanjut pada tugas peninjauan
lokasi sebagaimana menurut Siagian, Sondang P. (1996:60) adalah faktor
tersedianya waktu, faktor kecermatan dan faktor gaya pemberian pelayanan,
khususnya dilapangan tentunya memerlukan sumber daya fisik misalnya peralatan
kerja, tempat kerja dan ketersediaan dana.

Sumber daya, ialah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang
tersedia atau disediakan untuk pelaksanaan kebijakan/program. Untuk mengetahu
efektivitas pelayanan perlu melihat sumber daya manusia dan sumber daya
financial yang akan mempengaruhi kegiatan pelayanan dan semakin tersedianya
SDM professional yang terlath dan didukung oleh sumber daya financial
pastinya akan menjadi lebih terkendali, dengan menggunakan sumberdaya
financial dengan tepat, seefektif mungkin dan menjangkau sasaran yang di ingin
dicapai, sehingga telah dikemukakan oleh Amirullah dan Rindiyah Hanafi (2002 :
49) bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam
mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. -

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam ukuran dan standar yang
berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas
operasionalnya, untuk itu apabila kurangnya petugas pelayanan yang tersedia di

BPMPT Kabupaten Bulungan akan belum dapat menangani semua berkas
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permohonan izin terutama surat izin mendirikan bangunan yang harus tepat waktu
dalam penyelesaiannya, berkas yang masuk sebagian dapat diverifikasi
manajemen,namun ketika dilapangan banyak kendala yang ditemui schingga
pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan pada BPMPT Kabupaten
Bulungan masih belum tepat sasaran, dan dampaknya terhadap masyarakat yang
membutuhkan perhatian (atfention) dari pemerintah yangmana SDM masih
belum optimal, efektifitas dan efesiensi kerjanya minim yang disebabkan dari
sumber daya aparatur itu sendiri yang belum memenuhi masatepat waktu sesuai
keinginan dan harapan pelanggan/pemohon ini akan menghambat pada
pelaksanaan tupoksi BPMPT dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dengan keterbatasan tenaga kerja dan kurangnya antisipasi dari SDM yang
ada di BPMPT dalam melaksanakan penanganan proses perizinan mendirikan
bangunan akan membuat pelayanan izin mendirikan bangunan menjadi lambat
dan berbelit-belit pada pelaksanaan peninjavan lokasi izin mendirikan bangunan
(IMB), dengan demikian dalam struktur birokrasi pelaksana hal ini adalah
sumberdaya manusia yang tersedia pada bidang pelayanan perizinan harus
mengambil sikap (disposition) yang semata-mata untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban dengan mengacu pada 3 (faktor) faktor yakni faktor waktu, faktor
kecermatan dan faktor gaya pemberian pelayanan

Pelaksanaan pelayanan perlu memiliki sumber daya financial (anggaran)
atau dana untuk tercapainya suatu sasaran, sehingga sasaran yang ada kurang
lebihnya sebagaimana Pelayanan menurut Suparlan (2000:35) Pelayanan adalah

usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi
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maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri, sechingga
apabila melaksanakan suatn kegiatan yaitu pelayanan guna memperlancar sangat
perlu penyediaan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan
akuntabilitas dari aparatur.

Sejalan dengan pendapat dari para informan dan pakar mengenai sumber
daya aparatur dalam efektivitas pelayanan IMB, beberapa penelitian terdahulu
cukup cukup mendukung bahwa penyediaan SDM aparatur masih menjadi
permasalahan dalam layapan IMB di Kantor BPMPT Kabupaten Bulungan,
sebagaimana di jelaskan oleh Cyntya Mellysa Takunmansang (2013), bahwa
masalah atau kendala dalam rangka pelayanan pada Badan Perizinan Terpadu
Kota Manado antara lain ;

1) Jumlah personil/pegawai masih kurang yaitu hanya 33 orang sudah
termasuk kepala dan sekretaris badan

2) Profesionalisme pegawai/petugas yang belom optimal

3) Sarana, peralatan dan fasilitas pendukung masih terbatas

4) Koordinasi dengan instansi terkait lainnya belum efektif

5) Kendala lainnya yang bersifat teknis

Temuan tersebut merupakan kondisi yang berdampak pada tidak
maksimalnya implementasi kebijakan/program pelayanan perizinan yang telah
ditetapkan, sehingga peneliti terdahulu pada tahun 2013 terdorong oleh Indikasi
permasalahan yang telah disinggung tersebut diatas.

Keberadaan SDM pada BPMPT Kabupaten Bulungan khususnya bidang

pelayanan perizinan IMB, berdasarkan hasil pendapat para informan utama dan
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pendukung maupun para pakar dan penelitian terdahulu, menunjukan bahwa SDM
belum maksimal dalam layanannya, yaitu masih kurang personil untuk melayani
pemohon izin yang menyebabkan pelayanan sering tertunda pemrosesannya,
kﬁrang menyampaikan regulasi tentang jenis perizinan yang ditangani dan
koordinasi antar personil administrative dan personil teknis belum menunjang,
belum memiliki sepenuhnya kemampuan, pengetahuan dan kecermatan karena
masih terpaku pada pengandalan yang mendasar.

Kekurangan mampuan aparatur personal perizinan khususnya dalam
layanan perizinan IMB, baik dilihat dari aspek kuvalitas maupun kuantitas,
tentunyaakan berdampak pada efektivitas layanan IMByang diberikan oleh kantor
BPMPT Kabupaten Bulungan, baik indikasi lamanya layanan maupun ketepatan
layanan perizinan. Sebagai lembaga pemerintah tentunya keadaan seperti ini harus
menjadi perhatian dan perbaikan kedepan untuk dapat memberikan layanan yang

lebih baik.
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Struktur organisasi pada BPMT Kabupaten Bulungan secara impelementatif
sudah sesuai dengan jabatan sesuai tugas pokoknya, sebagaimana yang
dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“bahwa...secara structural tupoksi bagi yang roemegang jabatan
berdasarkan peraturan sudah sesuai, hanya saja dalam penerapan mekanisme
biasa masih ada yang belum sesuai .” (inf.2)

Menurut penuturan (Inf.2) seperti yang dinyatakan diatas menyoroti Salah
satu faktor yang sangat berpengaruh pada pemberian layanan kepada public ialah
struktur organisasi yang jelas mengarah pada tugas pokok dan fungsinya,
formalisasi arahan yang tergambar tentang jalur pemegang jabatan sudah sesuai
dalam berkoordinasi, namun dalam mengikuti mekanisme aturan yang ditetapkan
masih belum terspesialisasi atau pembagian kerja disusun tidak sesuai dengan
kebutuhan.

“....menurut saya sudah begitu sesuai jabatan baik itu fungsional juga
structural berdasarkan penyaringan baperjakat yang diselenggarakan oleh
Badan Kepegawaian ,,,Curza melihat jabatan tersebut sepertinya masih ada
yang kurang misalnya jabatan fungsional itu, jabatan teknis harusnya adadi
Badan perizinan terpadu inj sangat-sangat diperlukan mengingat bidang
perizinan ini pastinya akan melakukan suatu proses perizinan makanya
perlu untuk diisi sumber daya dengan posisi jabatan teknis”(inf.3)
*....menurut saya cukup sesnai ..” (inf 4)

“...perlu penambahan jabatan lagi pada bagian jabatan pengawasan dan
pengendalian..” (inf 5)

Observasi : Memang pada sumberdaya manusiadi BPMPT yang memiliki
jabatan dalam menerapkan aturan prosedur mekanisme
birokrasi khususnya pelayanan izin kepada pemochon izin
sesuai jabatan-jabatan yang ada dan selalu mengacu pada
peraturan kenyataannya banyak yang menduduki jabatan
baik structural maupun fungsional belum melaksanakan
satu kemampuan kerja (disposisi) untuk mengambil
keputusan mengangkat atau membuat nomenklatur jabatan
sebagai petugas pengawas dan pengendali kenyataanya
dalam bagan struktur tersebut belum dicantumkan kepala
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bidang pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan
perizinan.

Interpretasi : Penulis mencoba untuk menginterpretasikan bahwa

“ beberapainforman pendukung menyatakan jawabannya tersebut dibawah
setelah penulis mewawancarai dan menuangkan kalimat tersebut pada
bab IV hasil dan pembahasan mengenai ketidakefektifan pelayanan
izinmendirikan bangunan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bulungan, sehingga terdapat informasi sebagai
berkut *“ (Informan kunei)

Administator pelayanan IMB “pelayanan IMB dilakukan di front office
memiliki personil sangat terbatas sedang pemohon izin yang akan dilayani

banyak, sedangkan jumlah petugas pelayanan hanya 3 orang saja”

Kasubbid.Pengelolaan dan Pemberian izin “pemohon IMB masih banyak
belum melengkapi persyaratan teknis, sehingga masih perlu koordinasi dengan
instansi terkait, selanjutnya sarana prasarana belum memadai, prekrutan tenaga
tambahan untuk pelayanan belum dapat tanggapan dari pihak Bagian
Kepegawaian BKD Kabupaten Bulungan dan Belum seluruhnya antisipasi IMB

dari masyarakat itu sendiri”

Sekretaris BPMPT Kabupaten Bulungan “Belum bisa dikatakan efektif karena
pelaksanaan pelayanan IMB ini belum satu pmto, masih pelayanan
terpadu,dimana izin-izin yang ada di SKPD telah dilimpahkan,namun personil
teknis untuk izin tersebut belum satu atap atau berada ditempat kantor BPMPT
Kabupaten Bulungan,misalnya jenis izin mendirikan bangunan untuk pembayaran
retribusinya tidak dilaksanakan di kantor ini, kemudian retribusi izin
lingkungan/HO juga harus keluar lagi menuju BLH Kabupaten Bulungan
membuat masyarakat harus bolak baliksehingga kesannya menunda waktu

berurusan™

* Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan “Perizinan Mendirikan
Bangunan sudah hamper dikatakan efektif dalam menerapkan kebijakan yang




43393.pdf

77

sebagai regulasi pemerintah kabupaten bulungan untuk memberi pelayanan
kepada masyarakat, namun masyarakat sebagian yang mengurus IMB hanya dari
kalangan pemilik usaha yang akan menjadikan fungsi surat IMB tersebut sebagai
Jaminan untok legalitas tempat atan bangunan gedung dimana mereka bekerja dan
untuk masyarakat lokal biasa masih banyak belum menyadari mengenai
pentingnya mengurus IMB tanpa melalui perantara dan alangkah lebih baik
mengurus IMBnya sendiri sehingga tidak memerlukan terlalu banyak biaya

apalagi kalau rencana bangunan masyarakat tersebut tidak permanen “

Pelaksana Teknis DPU Kabupaten Bulungan (masyarakat) “Berbicara
mengenai IMB saya sebagai masyarakat bahwa dalam pelayanan IMB masih
belum efektif sama sekali karena aturan tentang IMB belum semua diketahui
masyarakat im disebabkan kurangnya sosialisasi kepada kami karena ada
beberapa orang sndah membangun bahkan bangunannya sudah lama selesai baru
mengetahui tentang IMB tersebut,,,harus mengikuti aturan sedangkan rumah yang
dibangun sudah duluan ada kemudian aturan itu dibuat ,.nah bagaimana
pemerintah menanggapi ini, yang jelas pemerintah kurang sosialisasi terhadap
masyarakat itu saja padahal sebenarnya masyarakat tahu adanya sanksi hukum
bagi masyarakat yang tidak memiliki IMB”

Faktor struktur organisasi yakni susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik
structural maupun fungsional, telah diperjelas oleh beberapa komentar dari
Informan diatas,‘ pelayanan yang dilaksanakan di kantor BPMPT Kabupaten
Bulungan berdasarkan penempatan aparatur bidang masing-masing masih belum
memiliki kompetensi dalam penanganan tugas yang seharusnya dapat
memecahkan masalah bagaimana agar menjadikan pelayanan itn efektif,
khususnya penerbitan surat izin mendirikan bangunan dimana sebelumnya
melalui proses yang panjang sehingga pemahaman masyarakat menjadi kurang
dalam hal menanggapi apa yang diharapkan pelayan masyarakat karena

. ketidakjelasan tugas dan fungsi di dalam struktur organisasi tersebut.
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b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi memiliki pengaruh yang sangat diperlukan untuk
menertibkan posisi seorang aparatur dalam suatu pekerjaan berupa kegiatan baik
secara administratif ataupun secara teknis yang dilakukan agar mencapai
keefektivitasan pemberian pelayanan khususnya pelayanan IMB kepada
masyarakat di BPMPT Kabupaten Bulungan, hal ini dapat dilansir atas hasil
wawancara dengan informan (inf 2) menjelaskan, bahwa

...... pelaksanaan kegiatan pemberian layanan IMB terhadap masyarakat
sudah sesuai namun perlu sekali membenahi struktur pada organisasi ini,
jelas terlihat masyarakat yang dalam mengurus IMB,aparatur
menyarankanpada masyarakat agar berkoordinasi lagi dengan SKPD teknis
sekaligus menyiapkan pembayaran retribusi IMB ke SKPD teknis, yang
jaraknya sangat jauh, sehingga masyarakat harus bolak balik berurusan yang
memerlukan tenaga, waktu dan biaya”.

Pendapat tersebut (inf2) menunjukkan bahwa Kantor BPMPT Kabupaten
Bulungan memiliki struktur organisasi yang masih berbentuk PTSA dan bersifat
sederhana, dampak terhadap masyarakat dan juga aparatur itu sendiri akan
mempengaruhi  keseluruhan kegiatan interaksi yang panjang sehingga
menimbulkan ketidak efektifan pelayanan pada masyarakat. Pendapat tersebut
dikonfirmasikan lebih lanjut kepada informan pendukung (inf.3) bahwa

......struktur organisasi yang baik tentunya akan menunjukkan secara jelas
perbedaan antara hak dan kewajiban masing-masing pejabat, khususnya
penanganan teknis pelayanan IMB,.hal ini kurang berorientasiterhadap
pihak teknis untuk membuat pelayanan IMB dan belum maksimalnya tugas
pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi yang baikakan mengakibatkan
kerugian pada pemohon IMB yang harus berproses sangat lama, hal im
dapat mengurangi kepuasan terhadap masyarakat .
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Selanjutnya terdapat kiat-kiat menurut ahli, Sebagaimana yang telah
dikemukakan oleh Steers (1985:9)terdapat empat faktor yang mempengaruhi
keberhasilan akhir organisasi, yaitu:

“Pertama, karakteristik organisasi, karakteristik organisasi terdiri dari
struktur dan tehnologi organisasi. Struktur adalah caraunik suatu organisasi
menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Dengan
demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya
desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan
perumusan interaksi antar pribadi dan seterusnya, sedangkan tehnologi
adalah mekanisme suaty organisasi untuk mengubah masukan mentah
menjadi keluaran jadi.

Kedua, Karakteristik lingkungan, karakteristik lingkungan terdiri dari dua
aspek, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Adapun
Lingkungan internal pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi,
meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja misalnya orientasi pada
prestasi dan pekerja sentris”,

Struktur birokrasi akan memperjelas posisi pembagian tugas (fask) terhadap
aparatur dalam struktur birokrasi pelaksana dan tanggung jawab pada tugas
menyelenggarakan izin mendirikan bangunan, penyelenggaraan pelayanan
menurut Pasolong (2007:128) pada dasarmya dapat diartikan sebagai aktivitas
seseorang, sekelompok atau organmisasi baik langsung maupun tidak langsung
untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut
sebagaimana pendapat itu, maka dalam pelayanan terhadap publik struktur

birokrasi terdapat Mekanisme seperti gambar dibawah ini :
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“ Di daerah saya di J1. Rawa Payau, Kec. Tanjung Selor — Kalimantan Utara
Banyak sekali bangunan atau melakukan kegiatan membangun tanpa
memiliki IMB.Sementara di tempat terpisah seperti di daerah/wilayah
lannya sangat riskan atau berisiko kalau membangun tidak memiliki IMB.
Apakah di tempat saya tersebut kurang kesadaran dari warga atau
masyarakatnya belum mendapat Informasi tentang IMB atau mentang2
mereka merasa orang Asli Daerah ? (Inf.8)

“ Kami asumsikan istilah IMB yang Saudara maksud adalah Izin
Mendirikan Bangunan. Kami juga asumsikan lokasi pendirian rumah-rumah
tersebut merupakan wilayah yang memang diperuntukan untuk
hunian.”(Inform bebas)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (UUBG), rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah
susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori
bangunan gedung. Setiap bangunan gedung harns memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung (Pasal
7 ayat [1] UUBG).Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi
persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin

mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat [2] UUBG).

Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana
teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin
mendirikan bangunan (Pasal 35 ayat[4] UUBG). Memiliki IMB merupakan
kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat [2] huruf b
UUBG).Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP’36/2005) Setiap
orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan

Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses
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permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005). Permohonan IMB
kepada harus dilengkapi dengan (Pasal 15 ayat [1] PP 36/2005):
1) Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian
pemanfaatan tanah; (Hinder Ordonantie/ HO)
2) Data pemilik bangunan gedung; (Perda No. 02 Tahun 2014 ttg. BG) -
3) Rencana teknis bangunan gedung; dan (Perda No.7 Tahun 2012 ttg BGSB)
4) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. (Izin Lingkungan dari
BLH)

Kebijakan yang telah disusun oleh pengambil keputusan sebagai stakeholder
dalam hal ini kelas pimpinan pada level penata akan menentukan layak atau
tidaknya untuk memberikan suatu kelegalitasan serta melalui tahap verifikasi dan
survey lokasi terhadap masyarakat pemohon izin mendirikan bangunan,
khususnya bagi masyarakat yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

dan tidak bermasalah atas status tanah yang dimilikinya.

¢. Teknologi.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, sangat diperlukan alat penunjang
agar data yang diperoleh berbasis teknologi pada Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan dalam mengembangkan sistem pelayanan

_ perizinan dan non perizinan secara online dan terintegrasi baik di pusat, provinsi
maupun kabupaten/kota. Untuk itu sebuah sistem melalui perangkat apabila
diterapkan di BPMPT Kabupaten Bulungan maka diperlukan kerjasama para

stakeholder dan petugas yang dapat mengoperasikan pelayanan perizinan online,
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untuk digunakan dalam penyediaan data yang terakses melalui fasilitas yang
lengkap. Sehingga secara fistknya diperlukan instalasi, setup dan pelatihan bagi
petugas di FO agar dapat mengoperasikan Sistem Informasi Perizinan tersebut
agar lebih efektif dan layanan maksimal di Daerah sehingga kualitas segera dapat
tercapai, sebagaimana dari hasil wawancara dengan informan utama (infl)
menunjukkan bahwa

“ ... yang menjadi kebutuhan terpenting dalam mengakses pemberian izin

agar lebih cepat, tepat dan transparan guna memperoleh data dasar dan

pemohon serta Standar Teknis belum terditribusi......mestinya ada

penggunaan Sistem Informast Manajemen PelayananPerizinan Terpadu
Online ....... diperlukan perangkat yang disyaratkan yaitu :

1) Server Aplikasi dan Database berbasis open source
2) PC Client berbasis Windows

3) Layar sentuh (Touch Screen).

4) Local Area Network (LAN) / Internet.

5) Sumber Daya Manusia,

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment;

Pendapat tersebut (inf. 1) menunjukkan bahwa tidak maksimalnya Teknologi
yang merupakan alat atau wadah dalam mempercepat dan mempermudah serta
memaksimalkan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan melalui sistim
IT, penerapan secara system online untuk pengajuan IMB pada BPMPT
Kabupaten Bulungan, keberadaannya masih secara manual dan pengetahuan yang
minim hingga belum dikatakan efektif, Sf:dangkan sebagai akses untuk
melegalkan suatu usaha diperlukan suatu teknologi yang mampu menunjang dan
memaksimalkan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan secara cepat,

tepat dan jelas juga terintgrasi ke berbagai media yang akurat dengan adanya
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teknologi /IT akan memudahkan terhadap masyarakat sebagaimana penyampaian
pendapat dari informan (inf.2) bahwa

“ ... kalan mau mencetak dokumen IMB dengan sistim IT pasti akan lebih
cepat dari pada waktu yang tertera di SOP, makanya perlu merealisasikan
SDM yang berkompetensi dibidang teknologi dan perangkat yang
diperlukan untuk menunjang pekerjaan... ... ... ”

Pendapat tersebut (inf2) menunjukkan bahwa teknologi sangat penting
dalam suatu urusan pelayanan bagi pelayan masyarakat melalui berbagai proses
pelaksanaan dan bendistribusian pelayanan hingga penyelesaiannya sampai ke
tangan pelanggan, pelayanan manual akan jelas Nampak perbedaannya apabila
disertai dengan teknologi untuk tujuan menghasilkan sesuatu yang berkualitasdan
sangat berpengaruh pada lingkungan eksternal organisasi sehingga dapat
mencapai kepuasan bagi consumer. Dengan kesiapan fasilitas yang canggih
memungkinkan urusan dilingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi
akan menjadi lebih efektif dalam pelayanan bermutu dan memangkas waktu yang
terlalu lama menjadi lebih singkat.

Lebih lanjut informan pendukung'lain (inf3), menambahkan keberadaan
organisasi bahwa,

“....organisasi bidang pelayanan izin mendirikan bangunan ini diadakan

guna kepentingan masyarakat yang mestinya dilayani dengan

baik......tetapi masyarakai memerlukan proses pelayanan yang tidak terlalu
menyita waktu lama”

Pendapat tersebut (inf.3) lnenyebqtkan kepentingan masyarakat lebih
diutamakan dalam pelayanan izin mendirikan bangunan dalam artian tanggung

jawab aparat melakukan pekerjaan harus betul-betul memperhatikan apa yang

menjadi kebutuhan dalam melayani masyarakat sehingga masyarakat sebagai
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kostumer memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan tidak membuang-buang waktu
untuk mengurus satu jenis izin saja, karena masih ada kepengurusan izin lain
berkaitan dengan itu harus dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Lebih lanjut informan pendukung lain (inf.4), menyoroti akan tanggung
Jawabstaf bahwa,

“....melayani masyarakat pastinga membutubkan proses melalui sistim

...Jika pelayanan masih bersifat seadanya, saling berharap tentu sangat

berpengaruh pada lingkungan dalam dan diluar kerja organisasi itu”

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abidin (2010 : 71) mengatakan
bahwa pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan
itu semata, juga menckankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian
pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai consumer”

Seiring dengan pendapat dari para informan dan pakar mengenai teknologi
pada efektivitas pelayanan IMB, beberapa penelitian terdahulu mendukung
penelitian terdahuluyang dilakukan oleh Irwansyah (2013) bahwa beberapa faktor
penghambat dari lingkungan eksternal berupa situasi dan kondisi disekeliling
organisasi yang berpengaruh terhadap kelancaran kinerja aparat di kecamatan.
Beberapa temuan dari hasil penelitiannya terdapat faktor penghambat dari
lingkungan ekternal berupa situasi -dan kondisi disekeliling organisasi yang
berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kinerja aparat di Kecamatan. Ketika
ditanyakan tentang hambatan yang paling dasar yang seringkali di alami dalam
melakukan sebuah pelayanan. Temuan tersebut merupakan kondisi yang

berdampak masih pada tidak maksimalnya implementasi kebijakan/program
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pelayanan perizinan yang telah ditetapkan, sehingga peneliti terdabulu pada tahun
2013 terdorong oleh Indikasi permasalahan yang telah disinggung tersebut diatas.

Pada Keberadaan Teknologi yang dihadapi di BPMPT Kabupaten Bulungan
khususnya bidang pelayanan perizinan IMB, berdasarkan hasil pendapat para
inforinan utama dan pendukung maupun para pakar dan penelitian terdahulu,
menunjukan bahwa Teknologi masih terbatasterbukti dalam layananya secara
manual, yaitu masih kurang canggih dalam mengelola data pemohon izin yang
menyebabkan dokumen bertumpuk, kurang penerapan dalam mengelola data yang
ditangani secara manual pelayanan tanpa teknologi akan belum menunjang, dan
sebagian belum memiliki sepenuhnya akses, pengendalian ke tingkat pusat dan
kurangnya responsibility penyediaan fasilitas sehingga fasilitas yang seadanya
sebﬁgai alternatifuntuk menunjang kegiatan dalam melayani peningkatan mutu
pelayanan perizinan dan masih perlu dibenahi lagi kedepannya. Kurangnya sistim
teknologi pada suatu organisasi khususnya di Kantor BPMPTdapat mempengaruhi
ruang gerak untuk melayani masyarakat dalam memberikan aktualisasi hasil kerja
kepada pemantavan dari masyarakat serta pemerintah pusat, langkah bagi
aparatur personal perizinan khususnya dglam layanan perizinan IMB, teknologi

sangat penting pastinya akan lebih berpengaruh pada kualitas kinerja aparatur,

" tentunya akan berdampak pada efektivitas layanan IMB yang diberikan oleh

kantor BPMPT Kabupaten Bulungan, dari segi transparansi, baik indikasi
lamanya Jayanan maupun Kketepatan layanan perizinan. Sebagai lembaga
pelayanan public verguning pemerintah tentunya menjadi kebutuhan dasar dan

kedepannya agar memberikan layanan berbasis teknologi yang lebih terpercaya.
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d. Dukungan kepada Aparatur

Dalam melaksanakan suatu tugas pelayanan di perizinan,sangat memerlukan
dukungan terhadap aparatur yang berkompetensi dalam bidang penyelenggaraan
pelayanan perizinan sesnai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana hal ini
disampaikan oleh informan utama (inf ! ) bahwa
...... yang menjadi masalah SDM pelayanan pemberian izin mendirikan

bangunan di BPMPT dipengaruhi oleh faktor, dimana salah satunya adalah

dukungan pada aparatur setiap bidangnya”

Pendapat tersebut (inf/) menunjukkan bahwa, tidak maksimalnya
pengelolaan SDM dan aparatur pada bidang perizinandalam n;emberikan
pelayanan kepada masyarakat pengurus IMB praktis sepertinya tanpa arah,
khususnya mengenai kebutuhan kompetensi pegawai, pola karir, pola mutasi, dan
pola pelaksanaan diklat. Pendapatdibenarkanoleh informan pendukung (inf.3),
bahwa

“...saat ini memang belum ada evaluasi apakah satu kualifikasi
pendidikan di sat unit kerja memang benar-benar dibutuhkan di unit
kerjanya masing-masing.”

Pendapat tersebut (inf3) Dukungan pada aparatur masih bersifat apa
adanya, tanpa tindakan dan motivasi sehingga sangat sulit bagi aparatur memiliki
inisiatif dari akibat kepercayaan sepenuhnya terhadap beberapa aparatur senior
yang ada serta kemampuan (ability) yang mendasar, schjhgga kurangnya
tanggungjawab terhadap posisi SDM tersebut,

Lebih lanjut informan pendukung lain (inf4) memperkuat dalam hal

dukungan bagi aparatur tidak sepenuhnya dikendalikan oleh masing-masing

pemilik tanggung jawab sebab terlepas dari itu dikatakan bahwa,
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“.....melibat pelaksanaan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan
bidang pelayanan perizinan oleh Petugas FO di Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu ...sepertinya belum cukup maksimal terhadap
dilaksanakannya pelayanan IMB tanpa dukungan dari aparatur satu sama
lainnya dan mengerti posisi, juga tanggungjawabnyayang menyangkut
teknis pemberian izin ini, sehingpa akan memperlambat proses dan hal
lainnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM yang bertugas..”

Pendapat tersebut (inf.4) mempertegas sebagaimana informan sebelumnya
adanya kebutuhan yang sangat penting berupa evaluasi sesuai penempatan dan
pemabaman dalam tugas yang diberikan pada petunjuk dan pelaksanaan baik
secara admunistrasi maupun teknis.Ini menandakan prlunya mencermati
Penempatan jabatan tekmis di intern kantor untuk tujuan memberikan kemudahan
secara tidak langsung aparatur akan membantu masyarakat dalam proses
memangkas birokrasi yang membutubkan waktu, tenaga dan pikiran dalam
kepengurusan izin mendirikan bangunan pada Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan.

Sebagaimana menurut pendapat ahli Bapak Suparlan (2000;35):

“.....Pelayanan adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada
orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat
mengatasi masalahnya sendiri, sehingga apabila melaksanakansuatu
kegiatan yaitu pelayanan guna memperlancar kegiatan pelayanan sangat
perlu penyediaan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan
akuntabilitas dari aparatur...”

Ini membuktikan bahwa dari hasil wawancara dengan beberapa informan
serta rujukan para pakar ahli, maka penulis menganalisis terjadinya suatu
keinginan organisasi pada satu tempat yang terpadu di BPMPT dalam kegiatan
perizinan jizin mendirikan bangunan untuk memberikan pelayanan yang baik

kepada masyarakat sehingga telah terdapat keadaan dalam satu tempat tersebut




43393.pdf

89

untuk menerapkan Pelayanan Perizinan sebagai salah satu bentuk usaha dalam
menjalankan aktifitas pemerintahan secara kontinyn yang tujuannya menjadi
efektif dan efisien. Namun keberadaan beban kerja yang begitu seharusnya dapat
diantisipast untuk penyelesaiannya di BPMPT Kabupaten Bulungan masih perlu
mewujudkan penambahan tenaga teknis pada setiap jenis izin dan perlunya
didalam pelaksanaan pekerjaan menguasai tugas pokok dan fungsi aparatur,
BPMPT Kabupaten Bulungan sangat perlu mengkondisikan dalam hal pelayanan
perizinan izin mendirikan bacgunan dan izin-izin lainnya, karena bukan hanya
bidang penyelenggaraan perizinan yang menghandel kegiatan pelayanan tetapi
perlu dukungan aparatur saling terkait dan bekerjasama dalam pengelolaan
admunistrasi distribusi perizinan melaluifasilitas modern, im sebagai salah satu
dukungan aparatur terhadap pemanfaatan teknologi,teknologi ini merupakan
bentuk nyata usaha pemerintah dalam mempermudah dan mempercepat alur
pelayanan perizinan, adanya dukungan aparatur yang baik dan sesuai, maka
pemerintah dalamn hal ini BPMPT dapat melaksanakan pelayanan secara terpadu
dengan memperhatikan kondisi lingkungan intern kantor dan masyarakat publik
Program tersebut didukung dengan adanya perkembangan teknologi
informasi secara global pada akhirnya bertujuan manipu mengembangkan tingkat
pelayanan perizinan di BPMPT Kabupaten Bulungan dengan menggunakan
teknologi internet secara on-line untuk melayani para pemohon IMB yang
berhalangan mendatangi BPMPT secara langsung. Dengan adanya teknologi im
masyarakat dapat mengontrol kinerja aparatur pelayan publik di BPMPT dalam

memproses IMB atau perizinan lain yang telah diajukan. Baik itu mengenai
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kelengkapan data, administrasi, hingga rincian retribusi semuanya sangat terbuka
dan transparan nntuk diakses, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dari
masyarakat.

€. Pimpinan.

Pimpman sebagai symbol di dalam organisasi yang perlu dijaga
kehormatannya oleh seluruh staf pendukung terlebih pada hal yang menyangkut
kecermatan dalam pemberian layanan IMB di BPMPT Kabupaten Bulungan, hal
ini tercermin atas hasil wawancara dengan informan utama (inf.1) menunjukkan,
bahwa

“...hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan sampai sekarang ini
memiliki integritas,fleksibilitas dan eksistensi organisasi masih terjaga
selama pembertan layanan proses IMB belum dipermasalahkan oleh
masyarakat ....... namun factor pimpinan sebagai penentu khususnya dalam
mencermati etos kerja, efektif atau tidaknya dalam pemberian layanan IMB
yang mana dilakoni oleh bawahannya di kantor bagi pimpinan masih belum
secermat mungkin®,

Pendapat tersebut (inf.]) menunjukan bahwa pimpinan harus berperan aktif
untuk lebih mendukung dan mempertahankan kriteria yang dimilikinya, sehingga
akan berdampak baik bagi masyarakat dalam mencapai efektivitas pemberian
proses layanan perizinan, namun sangat perlu kecermatan oleh seorang pimpinan.
Pendapat tersebut dikonfirmasi lebih lanjut kepada informan pendukung (inf.3),
bahwa,

“...bukan hanya dari satu sisi saja seorang pimpinan pada organisasi

pelayanan public ....masih banyak yang perlu dibenahi .dalam membekali

aparatur ...contohnya mottvasi dan kepercayaan serta ketersediaan sarana
bagi bawahannya sangat penting dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab pada pelaksanaan penyelenggaraan pemberian pelayanan IMB
kepada masyarakat™.
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Pendapat tersebut (inf.3) menitik beratkan pada aspek kinerja aparatur atau
individu, sebagai staffbawahan dikantor, sarana dan akuntabilitas dalam
pemberian layanan perizinan.

Lebih lanjut informan pendukung lain (inf.4), mempertegas akan aspek
yang mempengaruhi bahwa,

“....melakukan pekerjaan sebelum melihat beberapa kriteria yang dimiliki

dan ketersediaan yang terbatas bergantung pada niat baik seorang bawahan

selaku aparatur untuk bekerja cerdas membantu pimpinannya....ya. kegiatan
melayani khususnya pelayanan kepada masyarakat, sudah sangat jelas

......... tapi dalam perjalanannya pasti menemukan banyak kendala untuk

menghadirkan apa yang menjadi kebutuhan atau keperluan tersebut .......>

Pendapat tersebut (inf4), memperjelas lagi bahwa disinilah seyogyanya
seorang pimpinan yang tanggap tidak hanya memperhatikan dan mendukung
keberadaan SDM, struktur organisasi, dan teknologi yang seadanya saja dalam
menyelenggarakan pelayanan perizinan IMB di kantornya, Namun perlu cermat
dalam membangun hubungan kerja yang didasari oleh kecerdasan emosional yang
dapat saling menguntungkan sehingga temalin komunikasi yang berkualitas
terlebih pada kepentingan menjaga hubungan baik dalam visi organisasi secara
Jujur, terkendali dan bertanggung jawab total demi menuju terciptanya efesien dan
keefektifan pekerjaan yang diselenggarakan. Sebagaimana dikemukakan oleh
informan pendukung lainya (inf.5) bahwa,

“....pimpinan yang diberikan berkas pemohon hasil akhir setelah melalui

proses verifikasi dan tinjau lapangan bersama tim teknis ini sepertinya

sangat mendukung serta peduli oleh hasil kerja bawahannya sehingga
apabila pimpinan menerima beberapa dokumen tersebut diatas meja tanpa
memeriksa lagi langsung melakukan penandatangan Surat I1zin Mendirikan

Bangunan tersebut...karena pimpinan memberikan kepercayaan kepada

bawahannya tidak ragu dalam memberikan keputusan akhir pada bentuk
dokumen surat IMB ...”
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Beberapa informan tersebut, baik informan utama maupun pendukung,
menunjukan bahwa tingkat kepemimpinan seséorang dikatakan sangat baik
tergantung dari bawahannya yang mempunyai niat baik mampu menutupi
kelemahan atau kekurangan yang terjadi pada situasi apapun sehingga yang
menjadi kendala dapat menjadi suatu pembelajaran kedepannya dan akan
berusaha melengkapi atau mengakomodir walaupun dari berbagai sumber masih
terkendala dalam penyediaan SDM yang masih kurang, Sarana dan prasarana serta
Rasa tanggung jawab masing-masing aparatur yang bertugas menangani layanan
perizinan khususnya pelayanan IMB, Pimpinan merupakan predikat bagi
seseorang atan lebih yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan
pertimbangan setelah menerima masukan dari bawahan atau staf dipimpinnya
secara searah atau lebih dari itn dalam suatu rapat dan sebagai penentu akhir dari
segala keputusan yang dituangkan dalam disposisi yang perlu diproses dan
ditindaklanjuti atau sebaliknya Kepemimpinan yang terkadang masih memakai
pola lama akan menerima begitu saja hasil kerja bawahannya b_isa terjadi dari
factor kepercayaan pada aparatur dan kurangnya pemberian arahan yang
kemungkinan aparatur diandalkan pada bidang tugas pokok serta fungsinya
tersebut masih membutuhkan sedikit kecermatan dalam hal pemeriksaan terlebih
dahulu sebelm-n melakukan penandatangan oleh pimpinan mengenai penerbitan
dokumen izin kbususnya surat izin mendirikan bangunan (IMB) di Kantor
BPMPT Kabupaten Bulungan. Pelayanan kepada masyarakat membutubkan
paradigma untuk Pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan dilaksanakan

dengan melalui berbagai proses koordinasi bersama perangkat lainnya tim kerja
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teknis terkait penerbitan surat IMB yang pastinya memeriukan tenggang waktu
dalam melayani, tidak lain hanya berorientasi untuk kepentingan masyarakat luas,
yang memerlukan kelegalitasan bangunan yang dimilikinya, sehingga pada
pelayanan terwujud unsur kepuasan dalam segala hal, sebagaimana berkenaan
penuturan Ibrahim (2006:18) didalam bukunya tertuang sebagai berikut
“Bahwa pemerintah pada pemerintahansudah seharusnya menganut
paradigma berorientasi pada kepentingan masyarakat (customer driven)
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Juas, mempersiapkan
seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistemik
(sejak masukan-proses-keluaran-hasil/dampaknya), sehingga terwujud

pelayanan publik yang berkualitas (yang sedapat mungkin tangible, reliable,
responsive, aman dan penuh empati dalam pelaksanaannya).”

Dalam melaksanakan Pelayanan Perizinan lzin Mendirikan Bangunan di
BPMPT Kabupaten Bulungan, dengan adanya Jenis Perizinan yang telah
didelegasikan atau dilimpahkan akan meniadi tueas dan kewaiiban baei SDM
yang tersedia dengan mengacu pada 3 (factor) yakni factor waktu, factor
kecermatan dan factor gava pemberian pelavanan. Pelaksanaan pelavanan perlu
memiliki sumber daya financial (anggaran) atau dana guna tercapainya suatu
sasaran. misalnva dalam pemberian ienis IMB akan menshasilkan pendavatan
vang melalui Retribusi/Pajak untuk pungutan bagi masyarakat sebagai PAD bagi
remerinian vang pastinva menialan! Kerga Iactor Iersepul olen sepap lu aniara
peiavan dan penerima lavanan memiliki keterikatan iuga keierkaitan satu sama
lalp euna mencapal Tuiuan bersama dalam nal inl Demertnian gaeran sepagar unsur
pelavanan masvarakat dan masvarakat sebagai penerima lavanan vang didasari
olen paradigma aimana Orieniasi mewuluakan responsiotias pada noKum vang
beriaku serta mengadaikan Kkomumnikasi vang berkesmmambungan uniuk

Kenentinean hersama 1idak terlepas aart Ketioa tacior penenti vain antara lam
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1) Ketersediaan waktu pemberi layanan dan penerima layanan sehingga tujuan
dan sasaran yang akan dicapai terwujud.

2) Kecermatan , tingkat kecermatan dalam memberikan kontribusi dan disposisi
yang efektif dan efesien dari pelayanan yang sesuai alur dan mekanisme
kepada pelanggan yang dilayani akan menjadi manfaat bagi masyarakat dan
satu kecermatan yang dilakukan aparatur merupakan kualitas yang berhasil,
dalam arti teliti , mawas, tanggap dan mampu mengatasi suatu masalah dalam
pelayanan serta bersikap hati-hati,semuanya kembali pada individu masing-
masing dalam melayani

3) Gaya pemberian layanan
Dalam perspektif hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai
penyedia pelayanan publik, Moleong dalam Ismail (2010: 85) mengartikan
pelayanan publik sebagai pemberian layanan terhadap keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telahditetapkan.

f. Waktu

Penyebab penunggakan waktu itu dilihat darj lamanya waktu proses telah
dicantumkan dalam SOP selama 7 (tujuh) hari kerja yang disebabkan dari Instansi

Teknis yang terkait Jenis izin IMB, kesalahan terulurnya waktu bukan dari

perangkat daerah BPMPT, melainkan dari pihak lain. Pihak lain yang di maksud

adalah rekomendasi dari dinas-dinas lain yang terkait, misalnya rekomendasi

Dinas Pekerjaan Umum, dan rekomendasi dari masyarakat sekitar daerah

pengajuan IMB yang diwakili oleh Kelurahan dan Kecamatan, atau bahkan dari
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pemohon IMB sendiri. Yang disebabkan dengan kurangnya pemenuhan syarai
atau kurang fahamnya dengan prosedur yang berlaku di BPMPT. Kemudian
dalam pengetahuan dan inisiatif pegawai para aparatur BPMPT ini sudah mampu
menjalankan kinerja dan porsinya tanpa harus ada bimbingan khusus dari atasan.
Dengan adanya kerja tim yang baik, para pegawai BPMPT juga menjadi lebih
tanggap dalam melayani masyarakat. Dalam hal sikap kerja yang juga merupakan
salah satu tolak ukur efektivitas para pegawai BPMPT dalam melayani pemohon
IMB di Kota Tanjung Selor, sikap kerja yang baik terlihat dari respon petugas
front office dalam penyelesaian proses pelayanan IMB terhadap masyarakat yang
berkepentingan di dalamnya sehingga tujuannya dapat tercapai khususnya untuk
masyarakat pemohon 1IMB. Dengan kemudahan dalam pengajuan dan proses
pelayanan IMB, pada akhirnya mendorong banyak berdirinya bangunan rumah
dan perhotelan di Kabupaten Bulungan. Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir ini
mulai 2014-2016
g. Kecermatan

Keceramatan yang dimiliki oleh seorang pelayan adalah merupakan salah
satu yang dapat dikatakan sebagai kualitas SDM secara per individu dalam
pemberian layanan terhadap pemohon izin, tugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat oleh petugas FO memiliki perbedaan tingkat kecermatan yang
dilakukan petugas pelayanan perizinan lainnyayang dalam hal-hal tertentu sangat-
sangat perlu untuk dicermati, sebagaimana penulis telah mewawancarai informan

| (inf.1) sebagai berikut

“.....FO memberikan informasi tahap awal kepada masyarakat tentang
prosedur persyaratan ....namun dipelayanan tersebut mungkin Kurang
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dimengerti oleh masyarakat, apakah bisa memahami informasi yang
diberikan....”

“....penjelasan dan langkah — langkah yang diberikan terlaly tergesa-gesa
dan sepertinya kurang dicermati oleh pelanggan...” (inf.2)

Pendapat tersebut (inf.2) menunjukkan bahwa pelayanan yang berlangsung
cepat dan sifatnya terburu-buru dalam rentetan penjelasannya itu pada intinya
akan berdampak pada ketidakcermatan pelayan itu sendiri sehingga hasilnya
kurang dipahami berimbas pada pelanggan yang berurusan,

Berlanjut konfirmasi wawancara pada informan (inf3) mempertegas

mengenai tingkat kecermatan bahwa

[13

---+----.UNtuk pemberian layanan setiap proses IMB melalui verifikasi
yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) memang butuh
penjelasan yang lebih detail mulai dari tahap permohonan sampai nanti
keberadaannya dilapangan...”

“.....pelayanan dilaksanakan melalui proses dan berpatokan pada konsep
yang ada..” (inf.4)

“....terkadang pelayanan yang dilakukan terjadi diluar konsep yang
dibarapkan namun tujuannya sama dalam mencapai kualitas SDM untuk
melayani masyarakat ....namun tahap proses pelayanan itu secara teknis ada
sistim yang mengaturnya .....”

| Pendapat tersebut (inf.4) menunjukkan bahwa aparatur pemerintah dalam
menyediakan produk layanan telah menyiapkan berbagai konsep yang terutama
agar pelayanan tersebut dapat berkualitas dengan cara dan sistimnya masing-
masing untuk diterapkan di internal dan eksternal organisasi, tidak terlepas pada
pelayanan public tersebut memerlukan berbagai konsep terkait pelaksanaan

pelayanan di BPMPT sebagaimana pendapat salah satu ahli telah

mengklasifikasikan konsep pelayanan publik
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Berdasarkan pandangan teori pelayanan publik dari Dwiyanto (2008 : 147)

menjelaskan:

1) Pelayanan publik yang efisien dari perspektif pemberi layanan, pemberi
harus mengusahakan agar harga pelayanan murah dan tidak terjadi
pemborosan sumber daya publik. Demikian juga dari perpektif pengguna
layanan, mereka menghendaki pelayanan publik dapat dicapai dengan
biaya yang murah, waktu singkat, dan tidak banyak membuang energi.

2) Pelayanan publik yang responsive adalah kemampuan organisasi untuk
mengidentifikassi kebutuhan masyarakat menyusun prioritas kebutuhan,
dan mengembangkannya kedalam berbagai program pelayanan.

3) Pelayanan publik yang nonpartisan adalah sistem pelayanan yang
memulai serta melaksanakan hal-hal yang tanpa instruksi terperinci
tentang bagaimana cara mengambil tiap langkah.

4) Sikap kerja, adalah sampai sejauh mana pegawai tersebut menaruh minat
dalam pekerjaannya. Bila timbul keadaan darurat diperlukan usaha yang
lebih besar dari yang biasanya, apakah ia dengan serta merta menghadapi
tugas ini dengan antuisme.

Dalam hal Kecermatan aparatur di BPMPT yang melaksanakan kegiatan
pelayanan perizinan terhadap publik pengguna jasa khususnya bidang
penyelenggaraan perizinan yang mempunyai tmugas dan tanggungjawab masih
sedikit lepas dari konsep yang ada, namun salah satu klasifikasi konsep pelayanan
public berdasarkan ahli tersebut diatas yakni termasuk sikap kerja aparatur masih
dapat dipertahankan yang terlihat dari pengalaman kerja pegawai bersangkutan
dalam berlangsungnya proses pelayanan izin kepada masyarakat yang dilayani,
baik dalam maupun diluar kantor, terkadang ketidakcermatan terjadi dalam
pelayanan disebabkan adanya unsur monopoli job, penguluran waktu dan kurang
terkendali, seperti pegawai yang diberikan tugas menangani 3 (tiga) atau 4 (mpat)
bentuk jenis izin dalam melayani akan segera ditangani tapi dalam perjalanannya
secara berulang-ulang sehingga pelaksanaan pelayanan perizinan sedikit kurang

cermat dalam penangananya dan menghasilkan tidak efektifnya kualitas
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pelayanan. Beberapa Pegawai BPMPT Kabupaten Bulungan mengerti suasana,
kemampuan dan kebutuhan akan pelanggannya dengan melakukan pelayanan
yang terlebth dahulu mencermati situasi dan kondisi pelanggan yang
membutuhkan pelayanan secara detail
h. Gaya Pemberian Pelayanan

(Gaya pemberian pelayanan adalah salah satu metode trik seorang aparatur
untuk menarik dan mempengaruhi pelanggan/konsumennya yaitu pemohon izin
dengan secara tatap muka langsung di front office lingkungan kantormaupun
diluar lingkungan kantor , untuk pelayanan izin mendirikan bangunan di lokasi
tepatnya di Lapangan sering terjadi penguluran waktu dalam pengambilan
keputusan, sebagaimana hasil wawancara kepada (Inf.3)

[13

...... masyarakat tidak serius dalam berurusan, buktinya disaat petugas
akan memberikan layanan sering ulur-ulur waktu...”

Lebih lanjut dikonfirmasikan kepada (inf.2) menurutnya

“ e Personil masih mengikuti kepentingan-kepentingan, sehingga
ketulusan tidak dapat diukur ....pemberian layanan pada masyarakat yang
berurusan masih-perlu diberikan tehnik melayani yang baik...”

Pendapat kedua informan tersebut (inf.3) dan (inf.2) menunjukkan bahwa
pemberian layanan yang diberikan kepada masyarakat yang saat pelayanan di
lokasi tempat masyarakat sering tidak berada di tempat menjadi dampak pada
efektivitas pemberian layanan perizinan, walaupun personil atau petugas
pemberian layanan sudah sepenuh hati untuk melayani kepentingan masyarakat

tersebut.Pendapat tersebut dikonfirmast lebih lanjut kepada informan pendukung

(inf.4), bahwa,
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“....jika masyarakat yang dilayani seperti itu semuannya ,,..otomatis petugas
dengan sendirinya akan merasadipermainkan dan kembali ke kantor tanpa
coret-coretan di BAP...”

Pendapat tersebut (inf.4) menitik beratkan pada aspek akuntabilitas dan
kemampuan kualitas staf dalam pemberian layanan perizinan. Lebih lanjut
informan pendukung lain (inf.5), mempertegas akan kemampuan pelayanan staf
bahwa,

[13

...staf petugas administrasi dapat melayani masyarakat pada saat jam
kerja,...tapi bila saat masyarakat memerlukan pelayanan dilokasi izin IMB
staf yang sedang off diluar jam kerja berkesempatan meninjau tempat
dimaksud..”

Pendapat tersebut (5), mempertajam sehingga jelas bahwa petugas diluar
jam kerja masih siap melayani meskipun ada beberapa kendala dengan harapan
agar selanjutnya dapat melayani masyarakat yang lainnya dengan rasa penuh
tanggung jawab dan masyarakat memahami atas tugas pelayanan yang diberikan
kepada pengguna jasa serta menghindari masalah yang timbul, karena telah
menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemerintah mencari solusi terbaik
terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi, termasuk kendala intern yaitu
kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala
exstern yakni kendala yang datangnya dari masyarakat pengguna jasa dalam
kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya, se‘lain. itu pula pegawai

harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat

secara keseluruhan.
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2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bulungan

Kendala yang dihadapi oleh BPMPT Kabupaten Bulungan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya memberikan layanan dalam bidang IMB, secara
konseptual tidak terlepas dari faktor sarana dan prasarana, kualitas sumber daya
manusia (SDM), dan akuntabilitas aparatur, Berdasarkan hasil temuan melalui
wawancara dalam penelitian dengan sumber beberapa informan dan hasil analisis
lebih lanjut peneliti, menunjukan temuan dan hasil sebagai berikut.

a. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang begitu pokok dalam
pemberian efektivitas pengurusan IMB di BPMPT Kabupaten Bulungan, sebab itu
terdapat dari hasil wawancara bersama informan utama (inf!) menunjukkan,
bahwa

“....aparatur pemberi layanan IMB dalam melayani masyarakat pemohon

izin secara hisan menyampaikan informasi secara face to face sebelum
mengarah pada penjelasan teknis,menyiapkan suatu leafleat atau brosur
kepada pemohon izin tersebut,,”

Pendapat tersebut (inf.1) memperjelas sebagaimana usaha yang dilakukan
oleh petugas dalam memberikan pelayanan kepada pemohon izin mendirikan
bangunan, dengan fasilitas yang ada penggunaan sarana dan prasarana secara

sederhana, manual dan minim tanpa mengarah pada sistim teknologi dalam

penjelasan tentang

O, tindakan hal ini adalah salahsatucara petugas menyiapkan sarana
media layanan dalam menambah pengetahuan masyarakat publik mengenai
kepengurusan izin mendirikan bangunan.”
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Pendapat tersebut (inf- /) menunjukkan bahwa keterbatasan sarana prasarana
akan mempengaruhi pada efektivitas pemberian layanan perizinan, dalam kegiatan
layanan perlu memperhatikan alat/barang keperluan yang lebih dapat
mempengarohi masyarakat dalam mengurus izin-izinnya selain IMB, guna
tercapainya proses pelayanan perizinan baik didalam maupun diluar. Pendapat ini
dikonfirmasikan lebih lanjut pada informan (inf.3) bahwa,

“...tersedianya sarana untuk kebutuhan pelayanan tidak hanya dalam kantor

, »tapi juga operasional diluar ,,,maksudnya pelaksanaan layanan khususnya

IMB memanglah perlu disesuaikan pada jenis dan bentuk kapasitas tugas

pekerjaan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur sebagai petugas front

office juga sebagai aparatur sebagai tim survey lokasi yang kegiatannya
diluar kantor..dengan demikian sarana dan prasarana dikatakan masih
kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan.”

Pendapat itu (inf.3) menandakan bahwa untuk melaksanakan tugas seorang
pelayan publik tidak hanya sebatas layanan lisan, namun perlunya ditunjang
ketersediaan perlengkapan yang optimal agar berguna dan bermanfaat dalam
memenuhi kepuasan dari berbagai kalangan masyarakat sehingga tempat dimana
lingkungan sekitarnya untuk berurusan di dalam maupun diluar terdapat
kelengkapan yang begitu sangat menentukan tercapainya hasil kualitas dari
penilaian yang terukur keberadaannya secara kuantitas, efesien dan efektif.

BPMPT Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas untuk melayani
masyarakat baik di intern kantor maupun di lingkungan luar kantor sangat
memerlukan prasarana dan sarana tetapi urusan pemberian pelayanan lzin

Mendirikan Bangunan ini lebih banyak dilakukan di lapangan, Khususnya

peninjavan/cek lokasi IMB ke tempat pemohon tersebut dalam hal ini otomatis
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petugas tim teknis memerlukan beberapa sarana prasarana pendukung kegiatan ,
misalnya antara lain :

1) Kendaraan Roda Empat; Mobil 2 (dua) unit

2) Kendaraan Roda Dua ; Motor 3 (tiga) unit

3) Alat Ukur 1 (satu) unit

4) Komputer 2 {dua) unit

5) Printer 2 (dua) unit

6) Printer pencetak 1 (satu) unit

7) Ruang Petugas Teknis 0 (tidak ada)

8) Kertas pulpen, payung, jam, baleho, brosur,leafleat  disesuaikan

9) Tenaga operasional untuk kendaraan roda 4 (empat) 2 (dua) orang

Sumber diadopsi dari: DPMPTSP Tahun 2016

Sarana dan Prasarana yang ada di BPMPT sebanyak 2 (dua) kendara.an

roda empat yang diperuntukan untuk kegiatan tugas luar kantor 2 (dua) Sub
Bidang dan kegiatan 3 (tiga) Bidang yang ada di BPMPT Kabupaten Bulungan,
khususnya dibidang pelayanan perizinan hanya menggunakan kendaraan (mobil)
tersebut untuk tinjau ke lapangan serta melakukan Pelayanan Perizinan di daerah
8 (delapan) Kecamatan melalui darat. Pengecekan ke Lokasi tempat pemohon
IMB dilakukan saat mobil sedang off atau stand by di tempat namun apabila
mengejar target pelayanan dan menyesuaikan waktu penyelesaiannya sesuai SOP
terpaksa harus memakai kendaraan roda 2 (dua) untuk ke lokasi sedangkan
petugas tim teknis di undang untuk datang ke BPMPT Kabupaten Bulungan

melaksanakan peninjauan agar bisa bersama-sama turun lokasi IMB, namun perlu




43393.pdf

103

menunggu terlebih dahulu karena kendaraan sedang di pakai oleh bidang lainnya,
sehingga tidak jarang proses berkas IMB ditangani menjadi tertunda sampai besok
atau lain waktu , maka hal tersebut terjadi penundaan kegiatan peninjauan lokasi

~ dan jadwal pengecekan akan berubah yang diakibatkan dari salah satu fasilitas
sebagai penunjang atau pendukung terlaksananya kegiatan terhambat ini
menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang tanpa sarana dan prasarana suatu
kegiatan akan mengubah jadwal waktu akan dicapai dalam pelayanan segalanya
tidak akan berartt dalam mewujudkan efektivitas pelayanan izin mendirikan
bangunan dan mempengaruhi keberadaan pemohon izin serta pelaku-pelaku
dalam hal ini sumber daya dalam kegiatan sebagai petugas pelayanan untuk
memiliki akuntabilitas tinggidalam mengejar kualitas pelayanan public yang
terbaik, jelas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan IMB yang
disebabkan oleh fasilitas yang tidak lengkap sehingga sarana dan prasarana yang
berada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan
belum maksimal secara kuantitas sehingga akan mempengaruhi Kualitas serta
Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di BPMPT Kabupaten
Builungan.

Dalam permasalahan tersebut menjadi jelas akan pentingnya bagi Pelayan
Masyarakat di BPMPT Kabupaten Bulungan terwujudnyasarana prasarana
penunjang dalam melaksanakan pelayanan secara konkrit dan akuntabel dan
secara keefektifan dilihat dari sejauh mana organisasi yakni BPMPT dapat

melakukan tugas pokoknya guna merealisasikan kualitas produk layanan dalam

bentuk jasa, pastinya kegiatan yang sangat banyak memiliki bentuk operasional,
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khususnya akan ditentukan pada jenis produk atau jasa yang di hasilkan oleh
BPMPT Kabupaten Bulungan

Dalam penerapan atau mengimplementasikan regulasi mengenai Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, yang mana Bangunan
Gedung adalah suatu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yaﬁg menyatu dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam
tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sostal, budaya, maupun kegiatan khusus, dimana memiliki
Klasifikasi Bangunan gedung dari fungsi bangunan gedung berdasarkan
pemenuhan tingkat persyaratan administrative dan persyaratan teknisnya, yang
memerlukan kelegalitasan bangunan tersebut dengan mengajukan permohonan
IMB.

Peraturan Daerah Bulungan Nomor 2 tentang Bangunan Gedung, Peraturan
Bupati Bulungan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan dan non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bulungan yang merupakan suatu aturan
daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka pembangunan
wadah disegala bidang bagi Masyarakat, sehingga hal ini akan menambah
pendapatan asli daerah (PAD)

Indikator pel;';lyanan yang terdapat pada kepengurusan perizinan izin

mendirikan bangunan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kabupaten Bulungan belum dikatakan Efektif sebagaimana realita personil
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pelayanan izin mendirikan bangunan ini tertera jelas dari beberapa sumber
data tersebut diatas (Gambar A dan B dan Tabel 1 dan 2), memperjelas antara
kepengurusan beberapa izin yang sudah menjadi kewenangan untuk menerima
dan menerbitkan surat IMB tersebut masih terdapat kendala sebagaimana telah
disampaikan penulis bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah Efektivitas
pelayanan izin mendirikan bangunan pada Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan adalah serangkaian aktivitas yang
dilakukan dalam rangka pelayanan izin mendirikan suatu bangunan.

Proses capaian efektivitas dilihat dari lima faktor penting antara lain faktor-
faktor yang menuju pada keefektifan suatu aturan atau pelaksanaan ada lim;cl
faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas,
faktor masyarakat dan faktor budaya. Di sisi lain terdapat juga faktor yang
berpengaruh terhadap penerbitan surat IMB yakni, faktor pendukung dan
penghambat. Factor pendukung disini dibagi menjadi dua yaitu factor pendukung
intern yang meliputi Sumber daya manusia di Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan dan kelengkapan syarat-syarat
administrasi dalam pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan. kedua factor
pendukung ekstern yang meliputi salah satunya ialah tingkat kepedulian
Masyarakét pemohon izin, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, Tingkat
kepatuhan, Tingkat Kebudayaan Masyarakat. Selain dari faktor pendukung juga
terdapat faktor penghambat yang dibagi juga menjadi dua yaitu faktor

penghambat intern yang meliputi Terbatasnya sarana dan prasarana, Masih

banyaknya Perda yang belum disesuaikan, Kurangnya koordinasi dengan instansi
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teknis terkait untuk Surat Izin Mendirikan Bangunan yang memerlukan
kelengkapan izin gangguan (HO), anggaran yang masih kurang. Selain itu juga
terdapat faktor penghambat ekstern yang meliputi Masyarakat tidak mengetahui
tata cara atau prosedur dalam mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan, Belum
adanya kesadaran para pengusaha untuk mengurus Surat Izin Usaha Mendirikan
Bangunan. Mereka kebanyakan baru mengurus jika sangat memerlukan misalnya:
untuk meminjam uang ke bank, dil, Adanya anggapan atau stigma negatif bahwa
prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit, Penyelesaian izin yang terlalu
lama atau tidak tepat waktu dan Aparatur pemerintah atau birokrat yang
masihmelakukan pola lama dan mementingkan kepentingan lainnya.

Menurut informan bahwa menyelenggarakan pelayanan izin mendirikan
bangunan terhadap pemohon izin, belum terlaksana dengan baik karena
disebabkan kebijakan yang sudah lama dibuat namun terdapat tarik ulur proses
perizinan secara teknis, sehingga waktu tersebut akan dipergunakan oleh
aparatur/aparat yang tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kepentingan
semata, berkesempatan melakukan komunikasi dalam masalah kepengurusan IMB
yang tidak jelas, sehingga masyarakat yang tidak mengerti akan begitu saja
menerima layanan tersebut.

Menurut ahii, pendapat yang dikemukakan Gronroos (1.992:3) ada 4 (empat)
factor telah diuraikan , sehingga altemnative pelayanan berupa perlunya penjagaan
dan perhatian terhadap pelanggan, dengan memberikan perhatian dan penjagaan,

maka karyawan dan system operasionalnya akan dipersepsikan oleh pelanggan




43393.pdf

107

sebagai pemberi layanan yang baik, prima, tepat waktu, cermat, tanggap dan
menarik.

Pada pelaksanaan pelayanan perizinan khusus izin mendirikan bangunan
bidang pelayanan selalu memberikan yang terbaik bagi pelaksana secara
administrative dan teknisnya dengan pemberian motivasi, hingga sambai saat ini
tupoksi bidang pelayanan perizinan terselenggara melalui sikap kejujuran,
komitmen serta selalu terkoordinir dengan menunjukkan sikap demokratis,rasa
peduli menuju tercapainya struktur birokrasi yang berkomitmen pada mekanisme
dan ketentuan prosedur sebagai kebijakan dari struktur birokrasi.

Perubahan sikap aparat birokrasi BPMPT tersebut akan membawa struktur
organisasi pelaksana yang berkemampuan memberikan pelayanan publik secara
efektif dan efesien kepada masyarakat di Kabupaten Bulungan sesuai dengan
standar operasional prosedur serta mekanisme yang telah ditetapkan. Salahsatu
tujuan pelayanan perizinan di struktur birokrasi yang mengacu pada system
peningkatan kinerja walaupun jumlah SDM tidak menunjang, yang terpenting
memiliki rasa tanggungjawab, cakap atau tanggap (responsibility) terhadap tugas
pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan oleh struktur organisasi pelaksana
sehinggamenghasilkan tujuan organisasi,sebagaimana menurut pendapat Gibson,
Donnely dan lvancevich Konsep efektivitas terdini dari dua pendekatan yakni
pendekatan tujuan dan pendekatan sistem (1997;27-29) .bahwa ada pendekatan
untuk menentukan serta mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa

organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, sedangkan dalam teori
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sistem, organisasi dipandang sebagai sejumiah unsur dari suatu unsur yang saling
berhubungan dan galing tergantung satu sama lain.

Arus masukan (input) dan keluaran (oufpuf) merupakan titik tolak dalam
uraian organisasi dengan bentuk lebih sederhana organisasi mengambil sumber
(fnput) dari system yang lebih luas (lingkungan), dan mekanisme yang
dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) pada Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu sudah jelas dan tertera pada masing-masing bidang,
namun setiap memproses unsur ini dan mengembalikannya dalam bentuk yang
sudah dirubah (output) lalu dibutuhkan guna mencapai tujuan bersama serta
memiliki nilai(vafwe) maupun ukuran terciptanya keberhasilan dalam membangun
kualitas manusia untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat secara
aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo:2001)

Ketidakefektifan suatu birokrasi pemerintahan disebabkan kurangnya
keterbukaan (Comunication) dari pihak pemerintah yang mempunyai kebijakan
dalam mengambil suatu keputusan dengan demikian akan mempengaruhi seluruh
penyedia produk regulasi lainnya untuk mewujudkan pelayanan publik melalui
komunikasi terhadap masyarakat secara langsung maupun tidak yang akan
menerima pelayanan sedangkan pelayanan menurut Sampara Lukman bahwa
pelayanan ialah setiap kegiatan "yang. menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik, kemudian menurutnya pelayanan adalah suatu kegiatan yang

terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin

secara fisik dan menyediakan kepuasan kepada pelanggan (SamparaL.ukman)
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...... Sekarang sudah agak mulai bagus, sudah , sedikit efektif karena IMB
merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh lainnya seperti
tidak boleh mengurus PDAM, tidak boleh mengurus Listrik  kalau tidak
memiliki IMB sehingga sebagai kekuatan nantinya..” (inf.3)

Pendapat tersebut (inf.3) dapat dijelaskan dengan menghubungkan teori
yang telah dikemukakan cleh Kurniawan (2005;6) bahwa pelayanan publik adalah
pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang
telah ditetapkan. Yang demikian seperti telah dibahas penulis sebelumnya pada
konsep teori perizinan bahwa hubungan hukum antara pemerintah administrasi
dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan
masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya
mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan
(Syafruddin,1983:72)

Dari keterangan yang sudah dikemukakan oleh Kepala DPU Kabupaten
Bulungan disini jelas bahwa antara yang dihasilkan yaitu kebijakan pihak
pemerintah akan menjadi suatu kebutuhan bagi pihak masyarakat dan dapat
mempengaruhi kehidupan dan lingkungan selanjutnya , beberapa urusan pastinya
syarat bagi masyarakat dapat mengubah keadaan masyarakat dan segala sesuatu
untuk terjadi keseimbangan dari dalam individu serta kebutuhan atau kepentingan
luar individu itu sendiri dengan memperoleh hasil yang diinginkan oleh masing-

masing pihak terutama pada bentuk fisik yang akan diterima melalui jasa/barang

mempengaruhi aktivitas pemegang produk tersebut.

...... peran masyarakat belum seluruhnya, dan sepenuhnya maksimal yang
mengurus IMB ini hanya orang-orang yang berbadan hukum saja.......

»»?
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orang-orang yang mempunyai kepentingan Pada segi permodalan sebagai salah
satu jaminan untuk berusaha dan sebagainya.

Pihak masyarakat dalam Pengurusan IMB belum memiliki kesadaran pada
waktu yang seharusnya mematuhi regulasi daerah sebagai pemilik bangunan
yang hanya menunggu instruksi aturan yang ditetapkan dan belum diwujudkan. Di
sini sangat jelas lemahnya pemerintahan untuk mengajak masyarakat dalam
mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyampaian masalah IMB
kepada masyarakat yang masih kurang dan yang belum efektifnya karena tidak
mempunyai policy bangunan yang berfungsi sebagai pengaman Perda guna
menegur tentang aturan bangunan gedung dalam hal ini Satpol Polisi Pamong
Praja harus berperan aktif (sumber BPMPT 2016)

b. Kualitas SDM

Kualitas SDM ialah suatu penentu yang menunjukkan baik tidaknya, rendah
tingginya, sedikitbanyaknya maupun kurang lebihnya sesuatu yang dihadapi atau
dijalankan/dilaksanakan dalam mengetahui bagaimana kemampuan seseorang
atau keadaan berupa suatu barang, Kualitas SDM yang masih rendah akan
mempengaruhi layanan efektivitas pemberian izin mendirikan bangunan, seperti
yang telah dilansir melalui wawancara terhadap informan utama, bahwa

..... menguasai tupoksi dan penguasaan aturan-aturan terkait perizinan
IMB, aparatur selalu mengakomodir perkembangan aturan perizinan dan
non perizinan yang ada...... ”

Pendapat tersebut (/nforman Utama) menitik beratkan pada kemampuan

dalam memenuhi persiapan regulasi yang harus diterapkan khususnya

penyelenggaraan pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan untuk kualitas
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" Sumber Daya petugas / personil baik yang berasal dari Dinas PU
Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan pelayanan izin mendirikan bangunan
secara teknis dilapangan .Maupun petugas dari internal lingkungan kantor
BPMPT Kabupaten Bulungan melakukan aktivitas sering menyesuaikan dengan
keberadaan yang sedang berlangsung Lebih lanjut dikonfirmasikan lagi pada
informan (inf.2) tentang kualitas aparatur bahwa

...... tingkat penguasaanaparatur masih dirasa begitu kurang...”
Jelas kurangnya pengawasan serta pengendalian masih belum optimal.....”

Pendapat tersebut (Inf.2) Lebih menekankan pada kemampuan pelayanan
secara teknis dalam hal pengawasan dan pengendalian secara teknis masih tahap
berlangsungnya proses regulasi yangmana harus ditekankan melalui pelayanan
teknis khususnya penganggaran program kegiatan penyelenggaraan pelayanan izin
mendirikan dilapangan belum ada pos tersendiri misalnyamenegur masyarakat
melalui penyediaan plank peringatan atau tanda lokasi sebagai isyarat bagi semua
masyarakat disekitarnya yang seharusnya disediakan oleh dinas instansi teknis
agar dipahami oleh masyarakat dan mengingatkan adanya terlaksana proses
regulasi pelayanan IMB di lokasi tersebut, sehingga pelaksanaan peninjauan IMB
ke lokasi harus memperhatikan beberapa item-ilem didalam penggunaanya.

Leb_ih lanjut dikonfirmasikan pada (Inf.3) bahwa

“ i pada Instansi Teknis dalam melayani IMB tidak menyediakan
kendaraan sarana dan prasarana operasional....... selama survey lapangan
hanya mengandalkan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya saja...”

Sejalan dengan itu dari hasil wawancara berlanjut dengant pendapat (Inf.4)

sebagai berikut
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........ seharusnya setiap unit organisasi teknis yang mengfasilitasi
kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan dalam hal sarana
terkhusus dilapangan...apalagi tempat penerima PAD pada produk
Pemerintah jenis IMB ini dilaksanakan oleh SKPD teknisnya....”

Pendapat tersebut (Inf.4) mempertegas kembali mengenai kurang tersedia
nya peralatan yang bisa mempengaruhi masyarakat agar lebih mengetahui
keberadaan program kegiatan pembangunan di Wilayah Pemerintah Kabupaten
Bulungan yangmana harus terinovasi tanpa mengganggu jalannya arus lalu lintas
di area tersebut, sehingga Nampak jelas bahwa tingkat kepedulian (responsibility)
dalam penggunaan yang seharusnya menjadi tidak sesuai sementara keberadaan
fasilitas yang tersedia pada pelayanan proses administrative di BPMPT cukup
melakukan pengakomodiran berkas dokumen sebelum dan setelah ditangani
sampai kepada pelanggan, pelayanan untuk urusan ke lapangan petugas BPMPT
harus menunggu fasilitas operasional tersebut dalam keadaan off yang artinya,
penggunaan kendaraan antri untuk menyelesaikan tugas secara bersamaanmenjadi
tidak memungkinkan sehingga aparat merespon kondisi tersebut terhadap keadaan
yang dinginkan suatu birokrasi agar pelaksanaan tenggang waktu (kekosongan) /
waktu luang saat itu dipergunakan untuk hal melaksanakan alternative tugas dan
tanggung jawabnya yang menjadi beban formal misalnya membuat surat
penjadwalan dan pemanggilan seluruh tim teknis terkait IMB agar dapat bersama-
sama melakukan peninjauan lokasi, sambil melayani beberapa orang yang akan
melakukan kepengurusan izin-izin lainnya. Pelayanan Publik sebagaimana

menurut salahsatu pendapat ahli Tangkilisan (2005:177) secara singkat sebagai

berikut dikatakan bahwa ;
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)

responsivitas ini mengukur daya tanggap birokasi terhadap harapan,
keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat.”

Berkaitan dengan hasil wawancara dan rujukan pendapat tersebut diatas
maka penulis dapat menyoroti tentang kualitas SDM pada BPMPT belum
optimal dan masih perlu kerjasama dalam hal pelayanan perizinan secara teknis
terutama kualitas kerja aparatur itu sendiri, lebih ditujukan kepada kemampuan
aparatir dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan tidak
hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur
dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan
menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan
program pelayanan.

c. Akuntablitas aparatur

Proses evaluasi dilakukan dengan melihat seluruh aspek yang terkait dengan
penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah sehingga mampu
membangun etos kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil — orientasi
penyelenggaraan pembangunan yang memfokuskan pada upaya memberikan hasil
yang bermanfaat bagi publik/masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.

Hasil wawancara dengan beberapa informan yang bertugas dan berfungsi
sebagai pelayan masyarakat atas Tanggung jawab masing-masing personil

sebagaimana pendapat (inf.2) bahwa

«_....biasanya jika ada kekeliruan terjadi yang terdapat pada hasil verifikasi
langsung akan dikonfirm ke petugas FO ...”
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Lebih lanjut pendapat tambahan dari (inf.3) bahwa

...... berkas permohonan yang data teknisnya belum lengkap misalnya
gambar tampak depan, tampak belakang, potongan AA dan BB itu....selalu
dibuatkan tanda terima berkas...jadi berkas itu diharus dipending.. .belum
bisa diproses ..”

Pendapat tersebut (inf.3) menitikberatkan pada tanggung jawab aparatur
bertugas yang diharapkan dapat menangani dengan baik secara efektif dan efesien
ternyata dalam perjalanannya terdapat ketidaksesuaian dalam memeriksa berkas
pemohon IMB, hal ini membuktikan tidak seriusnya melayani masyarakat,
sehingga harus perlu lebih bersikap hati-hati dalam memberikan kepercayaan
sepenuhnya dalam proses pemberian IMB karena sifatnya sangat rentang dengan
unsur penyalahgunaan wewenang yang akibatnya dapat mempengaruhi
akuntabilitas seorang aparatur dibidangnya. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan
petugas dalam tanggung jawab yang diberikan dan lengah akan berimbas pada
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah.

Akuntabilitas aparatur BPMPT terindikasi belum sesuai pada kepercayaan
yang diberikan, dari akibat aparatur tersebut akan mencirikan sebagai suatu
kekuatan Kinerja yang menumbuhkan rasa percaya diri dalam melaksanakan setiap
tugas yang diberikan. Akuntabilitas yang dimiliki oleh setiap individu tidak jarang
terjadi penyalahgunaankepercayaan yang diberikan dan terlanggar disebabkan
adanya kepentingan-kepentingan yang tidak jelas, misalnya kepentingan politik,
kepentingan urusan yang tidak jelas di dalam jam kerja dan terjadi urusan di luar

jam kerja yang mengakibatkan waktu jam kerja terskort sehingga dampak
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akuntabilitas dalam pelayanan belum maksimal, adapun untuk menyikapi tersebut

memerlukan 2 (dua) landasan berikut ini :

1) Dasar pendidikan yang dimiliki mendorong keharusan untuk bersikap dan
menyikapi suatu kondisi bermacam-macam tuntutan dari masyarakat yang
dilayani secara teknis. Dan transparan schingga akan mengembalikan
kepercayaan masyarakat dan menimbulkan semangat untuk mengurus
kelegalitasan bangunan yang dimiliki

2) Dalam hal disposisi / sikap mencirikan dari segi individu yang ditekankan
dari hasil karya anggota atau karyawan itu sendiri pada organisasi pelaksana
yang menitikberatkan pada kemampuan intelektual serta penguasaan
mekanisme aturan berlaku sesuai dasar pelayanan tersebut bagaimana
melayani, menyikapi, mengurus, menyelesaitkan keperluan kebutuhan
seseorang ataupun sekelompok orang yang berdasarkan indicator pelayanan
salahsatunya yaitu factor gaya pemberian pelayanan

Dari hasil wawancara pencliti kepada informan mengenai Efektivitas
pelayanan IMB yang dilaksanakan oleh personil kantor BPMPT serta dinas terkait
dalam melayani masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya pelayanan izin
mendirikan bangunan (IMB). Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh
penulis terhadap beberapa informan yang salah satu objek penelitiannya adalah
para aparatur yang berada dikantor dan juga masyarakat pemohon izin mendirikan
bangunan dan diambil dengan wawancara mendalam terhadap efektivitas

pelayanan izin mendirikan bangunan pada BPMPT Kabupaten Bulungan.

Informasi ini penting untuk menumbuhkan image atau kesan terhadap penyedia
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jasa terutama terhadap konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas jasa
pelayanan yang diberikan oleh aparatur yang bertanggung jawab untuk bertugas
menampakkan etos kerja yang baik dan melaksanakan fungsinya sebagai pelayan
masyarakat. Pelayanan dapat dikatakan efektif apabila menggunakan 3 faktor
menurut P.Sondang siagian yakni faktor waktu, faktor kecermatan dan faktor gaya
pemberian pelayanan, jika tidak, maka akan kurang kepercayaan pemohon
izin/masyarakat terhadap Pelayanan BPMPT Kabupaten Bulungan.

Temuan hasil penelitian yang menunjukkan sumberdaya yakni aparatur sipil
negara, serta sarana peralatan dan fasilitas masih terbatas di Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan sejalan dengan penelitian
Shanaz (2012) dan Susilo (2013) menunjukkan sarana dan prasarana masih perlu
peningkatan. Penelitian Irwansyah (2013) menunjukkan aparat yang membebani
pemohon dengan biaya yang lebih tinggi. Penelitian Takunmansang (2013)
menunjukkan Jumlah personil/pegawai masih kurang, Profesionalisme
pegawai/petugas yang belum optimal, dan Sarana, peralatan dan fasilitas
pendukung masih terbatas. Faktor-faktor temuan dari penelitian terdahulu yang
dikemukakan di atas sejalan dengan temuan penelitian tentang efektivitas
pelayanan IMB di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bulungan.

Perbedaan hasil temuan penelitian yang dilaksanakan Yonanda, dkk (2013)
menunjukkan standar minimal yang ditetapkan dalam IMB sedangkan peneliti
temuan penelitian pada sumber daya aparatur sipil negara, serta sarana peralatan

dan fasilitas masih terbatas.
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BAB VY
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah dideskripsikan dan
dibahas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
di Kabupaten Bulungan belum dikatakan efektif karena ada faktor-faktor yang
belum optimal pada sumberdaya yakni aparatur sipil negara, serta sarana peralatan
dan fasilitas masih terbatas. Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilihat
dari kedua aspek indikator fokus penelitian yaitu :

1. Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Penanaman

Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan.

Pelayanan IMB di BPMPT Kabupaten Bulungan yang dilihat dari segi
efektivitas penyelenggaraan pelayanan dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai
berikut :

a. Efektivitas pelayanan IMB di Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bulungan dilihat dari faktor : sumberdaya
(perlunya ketersediaan dan ketercukupan SDM).

b. Struktur organisasi pelaksana/ pembagian tugas dan tanggung jawab. Dari
empat faktor tersebut yang terindikasi belum optimal adalah faktor

sumberdaya yaitu sumber daya manusia yakni tenaga kerja yang dirasakan

masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
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‘c. Efektivitas pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan yang dilihat
dari tingkat efektivitas yang ditunjukkan oleh tingkat pencapaian target
penerima retribusi IMB sudah optimal.
2. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan IMB

Secara konseptual kendala aspek kualitas Aparatur, sarana prasarana, dan
Akuntabilitas, dalam layanan IMB di BPMPT Kabupaten Bulungan menjadi
kendala dalam pelaksanaan secara operasional. Kendala utama yang dihadapi oleh
BPMPT dalam Pelayanan IMB terletak pada kualitas aparatur yang harus menjadi
perhatian BPMPT.
B. Saran

Saran berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dapat disarankan

secara umum kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bulungan untuk bisa mengoptimalkan sumber daya yakni sumber daya pegawai,
sarana perlatan dan fasilitas sebagai penunjang dalam Efektivitas pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan beberapa penemuan dalam penelitian ini sesuai
dengan faktor indikator penelitian, maka dapat direkomendasikan saran sebagai
berikut :
1. Saran akademik:

Pengembangan ilmu adminstrasi publik berdasarkan kesimpulan penelitian,
bahwa perlunya ditingkatkan segala faktor/aspek efektivitas dalam menunjang

keberlangsungan penelitian tentang efektif atau tidaknya suatu pelayanan yang
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diselenggarakan oleh BPMPT yang ditunjang pada beberapa aspek indikator,
sehingga pada penelitian berikutnya akan lebih diperhatikan
2. Saran praktis:

Hasil penelitian tersebut dapat disarankan kepada:

a. Saran Kapada Kepala BPMPT

1) Perlu peningkatan sarana prasarana berkaitan dengan daya dukung
kendaraan roda 2 dan roda 4 sebanyak masing-masing 2 buah unit
untuk mendukung pengecekan lapangan.

2) Perlu peningkatan kualitas aparatur fromt office dan tenaga teknisi
untuk mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis layanan IMB dan
penambahan jumlah aparatur sebanyak 4 pegawai.

3) Perlu peningkatan integritas dan komitmen pimpinan BPMPT untuk
menjaga akuntabilitas terhadap pelayanan IMB.

b. Saran Kapada Pegawai BPMPT

1) Perlu  peningkatan konsistensi pelayanan prima terhadap
pelanggan/pemohon IMB agar adanya tanggung jawab atas pekerjaan
yang dilaksanakan, bersikap jujur dalam melayani dan mementingkan
kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

2) Perlu meningkatkan gaya pemberian pelayanan dengan cara bersikap

ramabh, tersenyum dan merespon keluhan masyarakat.
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PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan secara melvas dan mendalam, yakni setiap

pertanyaan dapat dikembangkan agar diperoleh informasi atau data Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bulungan yang

akurat. Adapun beberapa pertanyaan yang selanjutnya disebut pedoman

wawancara sebagai berikut :

No

Daftar Pertanyaan

Informan

1.

Bagaimana menurut pendapat
Bapak/Ibu/Saudara tentang kemampuan kerja
sumber daya menusia aparatur BPMPT

Kabupaten Bulungan?

Pada dasarnya Aparatur
mempunyai Kemampuan

yang mendasar

Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara struktur
organisasi BPMPT Kabupaten Bulungan
sudah sesuai dengan jabatan-jabatan, baik

struktural maupun fungsional?

Sudah sesuai

Menurut Bapak/Ibuw/Saudara apakah faktor
teknologi yang ada saat ini sudah mendukung

dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas sehari-

hari?

Sudah cukup mendukung,
namun perlu ditingkatkan

lagi
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Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah apakah
ada factor dukungan kepada aparatur dan
pelaksana, baik daripimpinan  maupun

masyarakat?

Ada, hal ini tergambar
dalam mekanisme

pelayanan yang terjadi

Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah
pimpinan sangat mendukung SDM yang
handal, struktur organisasi yang sesuai,dan
teknologi yang handal dalam melaksanakan

pekerjaan sehari-hari?

Hampir mendukung,
namun perlu  sedikit

kecermatan

Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah menurut
saudara aparatur dalammemberikan
pelayanan IMB ketepatan waktu pelayanan,
meliputi waktu tunggu dan waktu proses

sudah sesuai?

Sudah sesuai, terkadang
tepat waktu dan kadang-
kadang [ambat pemberian

pelayanan

Menurut bapak/lbu/Saudara apakah menurut
saudara aparatur dalammemberikan
pelayanan, sudah sangat cermat sehingga

kesalahan yang terjadi sangat kecil?

Setiap  proses IMB
melalui verifikasi yang
mengacu pada Standar

Operasional Prosedur

(SOP)
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Bagaimana menurut pendapat
Bapak/Ibu/Saudara sikap aparatur dalam
memberikan pelayanan, apakah sesuai
dengan kesopanan dan keramahan dalam

pelayanan?

Sudah sesuai

Menurut Bapak/lbu/Saudara apakah sarana
dan prasarana yang ada sudah memberikan
kenyamanan dalam memberikan

pelayanan,seperti Ac dan meja serta kursi?

Sarana dan prasarana masih

kurang memadai

10

Apakah  menurut  Bapak/Ibu/Saudara
aparatur yang ada dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dapat

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya?

Sudah dan dapat bertanggung

jawab

11

Saran anda untuk perbaikan dan

pengembangan selanjutnya?

Perlu inovasi yang lebih dalam

proses pelayanan publik




43393.pdf



Lampiran Tabel 4.3

43393.pdf

129

Nomor

Bulan

Tahun

Jumlah IMB

2

3

4

Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Apustus
September
Oktober
Nopember
Desember

2014

4
10
8
16
6
2
9
33
11
14

b
—_

Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

2015

Januari
Pebruari
Maret
April
Met
Tuni
Juli
Agpustus
September
Oktober
Nopember
Desember

2016
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Tabel Sumber Daya Manusia Aparatur BPMPT Kabupaten Bulungan

Jabatan Pangkat }
No Struktural Eselon | Jumlah Gol. Jumlah | Pendidikan | Jumlah |
ura
Ruang
1. | Kepala I/b 1 Pembina 1 S2 1
Badan Tk.1, IVb
2. | Sekretaris Il/a 1 Pembina 1 S1 1
Tk.5, IVb
3. | Kabid /b 3 Penata 3 S2 1
Tk.I, II1d S1
4. | Kasubbag IV/a 2 Penata 1 SLTA 1
Tk.1, 111d
Penata, 1 S1 1
Hlc
5. | Kasubbid IVia 6 Penata 2 SLTA 2
Tk.L, I1Id Sarmud 1
Penata, 4 Sl 3
1llc
6. 1 Pelaksana - 14 Pembina, 1 s2 1
Teknis/ IVa
Administrasi Penata 5 SI 4
Muda,
Illa
Pengatur I SLTA )
Tk.1, 1Id
Pengatur, 5 Sarmud 1
Ilc SLTA 4
Pengatur 2 SLTA 2
Muda
Tk.L, Ib
Jymlgh 27 ' 27 27

Sumber Data : BPMPT Kabupaten Bulungan Tahun 2014
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